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PERUBAHAN PAD? LAMPIRAN A, B,: C,
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SEEAGRIHHHA_TELAH

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979
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RESIDEN
REPUBLIH INDONESIA

!

. KEPUTUSAN PRESIDﬁﬁ REPUBLIX INDONESIR

NOMOR 649 TAHUN 1880

TENIANG ;

.DAN F KEPUTUSAMN PRESIDEN

BEBERAPA KALI DIUBRAH, TERAKHIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, oo o o

1

£

tahwa terhadap eselon jabatan teftentu, dipanﬂéng
parlu untuk diadakan penyesuaian ;

bz=hwa telah terdapat perubahan dan penambahan or-
ganisasi sesual dengan kebutuhan masing - masing
Departemen,

Lembagy, dan Pemerintahan di Daerah ;

bazhwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud
dilam huruf a dan huruf b, dipandang perlu meng-
adakan perubaljan pada Lampiran A, B, C, dan F
Keputusan Preéiden Nomor 15 .Tahun 19?};;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
p :

Undang-undang ‘Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

F

Peraturan Pemerintsh Nomor 7 Tahun 1977 tentang Per-
aturan Gaji Pegawal NMeceri Sipil (Lembaran Negara,
Tahun 1977 Nomor ll, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) ;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 -tentang Tun-
jangan Jabatan Strukturil ;

Eeputhsan Presiden NHomor 44 Tahun 1977 tenting Tam-
bahan Jabatan Dalam Lawmpiran Keputusan Presiden No-
mor 15 Tahun 1977 ;



Menetapkan
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t. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang

Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Pre-
siden Nomor 15 Tahun 1977 ;

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang
. Kedudukan, Tugas Pokck, Fungsl dam Tata Kerja
Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi

Staf Menteri Koordinator

8. 'Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun lS?Bj%Entapg

" Kedudukan,. Tugas Pokok, Fungsi dan mata Keria .
Menteri Muda serta Susunan Dfﬁanisasi staf Men-
teri Muda i,

9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang
IKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja v
Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Men-—
teri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkung-
an Hidup, Menterl Negara Riset dan Teknologi

serta Susunan Organisasi Stafnya ;

i0. Reputusan?Presiﬁen Nomor 32 Tahun 1578 tentang
Perubahan pada Lamp}ran—lnmpiran E, dan B XV
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1877 ;

%

11. Keputusan1Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang -
Perubahan Keputusen Presiden Nomor .45 Tahun 19777
ter tang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan
Presiden Nomur+15 Tahun 1977 ;

MEMUTUSKAN

' 4

X ZPUTUS AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAH-
A4 PRDZ LHHPIH@HIA, E, C, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN
NIMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJAWGAN JABATAN STRUK-

T JRIL ! EBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR
DZNGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979.

Pasal I . . .



PHESIDEN

Pasal I

Lampiren A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15/

Tahun 1977 diubzh sebagai berikut

1. Lampiran A Jabatan Strukturil Staf Ahli Menteri
dari eselon IIa diubah menjadl setinggi-tingginya
eselon Ib.

¥
2. Lampiran A angka I (Departemen Dalam Negeri) -di-
i e
ubah sebagai berikut :

a.[rada huruf c eselon IIa, ditambah jabatan :
I'epala Inspektorat Wilayah Propinsi ; Sumatera

litara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota -

'akarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

tlan Sulawesil .Selatan.

b. )'ada Huruf 4 eselon IIb, ditambah jabatan
lepala Inspektorat Wilayah Prnﬁinsi : Aceh, Su-
latera Parat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung,
Jaexzh Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat,
{alimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Sulaweéi'ﬂtaia, Sulawesi Tengah, Sula-
wesi Tenggara, Ball, Nusa Tenggara Barat, Nusa

~ Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

f Kepala Direktorat Agraria Propinsi.

I Kepala Diréktorat_Snsial Politik Propinsi.
Kepala Direktorat.Pembangunan Desa Propinsi.

~ 3. Lampiran A angka IV (Departemen Penerangan) di-
ubah sebagai berikut :

a.rada huruf c eselon IIa, ditambah jabatan :
tepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers
ian Pendapat Umum.

4epala Stasiun RRI HNasional.
jihapus jabatan :

fepala Lembaga Pers dan Pendapat Umum Jakarta,

—r e —



b,

.

‘SIDEN
HEPUEu IMODOMNESIA

i

]

i

i

i -
Pada huruf d aselon IIb, '
ditambah Hjabatan

-Fepala E;asiun Radio Republik Indonesia NHusan-

tara.
dihapus jabatan :

Kepala Stasiun Radio Repuhlik Indoneaia Pusat.

L Jampiran A angka V (Departemen EEuangan]“dluha
! sebagai berikut : - o

=

Pada huruf c eselon Ila,

ditambah jabatan :

.Kepala Direktorat.

;, Pembina Toknis pada Direktorat Jenderal Anggar-

an. - : r

Kepala Kantor Wllayah Dlrektﬂrat Jende:al Ang-

~garan di Medan, Jakarta, Bandung, SEmaranq,

Surab&ya, dan Ujung Pandang.
rlenala Kantcr Hllayah Direktnrat Jenderal Pajak

Type A.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Type A dan\B,

'

Kepala EKantor Hilayah Direktorat Jenderal Peng- .

. awasan Keuangan Negara Jakarta.

. _garan kecuali Medan, Jakarta, Banuung, Semarand,

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Ne-

~gara Jakarta, Bannung, Semarang, Surakbaya, dan

Medan.

Pada huruf 4 eselon IIb,
ditambah jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ang-

Surabaya, dan Ujung Pandang.

kRepala . .

"
S S S e ————— A
i = Hor o omos 5 tid iwd

S —— .

.
]

58 g g

(R ———



YT T

PREEIDEN
REPUBL.IK INDONESIA

i

! i
Kepala Ea@tur Wilayah Direktorat Jendéral Pa-
jak Type B,
Kepala Kantor wllayah Direktorat Jenderal Eea
dan Cukai Type C ’
Koordinator Administrasi Kevangan/Koordinator
Pemeriksaan/Koordinator Pengamanan Teknis pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal:Bea dan
_Cukai Type A dan B. & & '_f . T
'Kepala FKantor Wilayah Direktcrat Jendefﬂx ‘Peng-

2 awasan Feuangan Negara kecnali Jakartza. .
Kepala rantor Wilayah Badan Urusan Piutang Ne-
_gara kecuali Jakarta, Bandung, Semarang, Sura-

baya, dan Medan, o
tdihapus jabatan :

Kepala rantor Wilayah Direktorat Jenderal.
Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Pilutang

Negara. /

S, Lampiran A angka VI (Departemen Pefﬁ;gangan dan
Koperasi) ciubah sebagai berikut :

a. Pada huruf ¢ eselon ITa,
ditambah jabatan :

%Epala Pusat Pengendalian Mutu Barang.
J dihapus jabatan : . : )
Kepala Kantor Wiléyah Departeren.

b. Pada huruf 4 eselcn Iib,
) éitambzh ja?atan :

- Kepala Pusat Latihzn dan Penataran Perkoperasi-

E.H.- ¥

Kepala . .
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Kepala Kantocr Wilayah Perdagangan éi Propinsi.

5
Kepala Kantor Wilayah Koperasi di Propinsi.
T
6. Lampiran A angka VII (Departemen Pertanian) di=-
ubah sebagal berikut :

a. Pada hurul c eselon IIa,

ditambah jabatan :

1 b

Kepala Biro pada Sekratariat'Satuaanﬁng?n;ali
Bimbingan Massal (BIMAS), -
8 - =

dihapus jabatan :

Direktur Lembaga Penelitian,

Direktur Instalasi, b %
., Asisten Sekretaris/Adminicstratur Badan Pengen-
dali Bimbingan Massal (BIMAS). ®

b. pada huruf 4 eselon IIb,

ditambah jabatan :
Kepala Pendidikan dan Latihan Ahlil Usaha Per-

ikznan.

Kepala Pusat Veteriqaria Farma di Surabaya.
A

dihapus jabatan :
f Wakil Administratur Badan Pengandali Bimbipgan
' Massal (BIMAS). _

Sekretaris Team=Te£nik.Eadan Pengendali Bim-

bingan Massal (BIMAS), -

'

7. Lampiran A angka VII1 (Departemen Perindustrian)
diubah sebagai berikut : _

a. Pada huruf a eselon Ia,
" ditambah jakatan :

Kepala Badan.

b, Pada ...
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b. Pada huruf c eselon Iia,
ditambah jabatan :

Sekretaris Badan.
Kepala Balai Besar LITBANG Indusiri Tekstil di
Bandung. " 2
Kepala Balai Besar LITBANG Industri Selulosa

3 B

di Bandung, A

' Kepala Balai Besar Pengembangan Indistri Logam
dan Mesin di Bandung.
Kepala Balai Besar LITBANG Industri Keraéik di--
Bandung.

Kepala Balai Besar LIfEﬁNG Industri Kimia di
Jakarta. :
Kepala Balai Besar LITBANG Industri Bahan_dan
Barang Teknik di Bandung. o
. Kepala Balai Besar LITBANG Industri Kerajinan
dan Batik di Yogyakarta. :
.hepala.%alal Besar LITBANG Industri Hasll Per-
tanian di Bngnr. w )
Kepala Balai Besar. LITEAHG Industri Barang Ku-
lit, Karet dan Plast%k di Yogyakarta.

c. Pada huruf d eselon IIb,
dihapus jabatan :

Kepala Balai PEnelitiaﬁ Selulosa di Bandung.
Kepala Balai Penelitian Tekstil di Bandung.
Kepala Balai Pengembangan Industri di Bandung.
Kepala Balai Penelitian Kimia di Bogor.

Kepala Balai Penelitian Kulit 41 Yocgyakarta.
Kepala Balai Penelitian Keramilk di Bandung.
Kepaia Balal Penelitian Industri di Jakarta.

8, Lampiran . .
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Lampiran A angka IX (Departemen Pertambangan °
dan Energi) diubah sebagai berikut :

Pada huruf c eselon IIa,
ditambah jabatan 3

Kepala Kantor Wilayah De;artemeﬁ;

-
PR

Lampiran A angka XI (Departemen Perhubungan)
diubah sebagai berikut i

Pada huruf d eselon II b,

ﬁitambah'jabatan s !

Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
Kepala Pendigikan dan Latihan Ahll Pelayaran.

Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan) diubah sebagai berikut ;

a, Padd huruf c eselon II a,
ditambah jabatan

Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat)
Baglan.

-

b. Padz huruf 4 eselon II b,

ditambah jebatan : '

Kepala Biro paca EniveésitgsﬂInstitut ﬁege:i
yang terdiri daxi 2 (c&w2) sanmpai céengan 3
(tiga) Bagian.

Kepala Perpustakaan Hasicnal.

Kepaia Musev= Nasicnal,

Kepala Pusat Pengecbancan Penctzrazn Guru Ter-
“tulis, |

Kepala Pusat Pepgamhapgan‘Penataran Guru Ilmu
Pengetzhuan Alam,

Virnmal=
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Kepal% Pusat Pengembangan Penataran Guru
Kejuruan, _

KepalalPusat Pengembangan Penataran Guru
"Bahasa,

Kepala Fusat Pengembangan Penataran Guru
Ilmu Perngetazhuan Sosial dan Pendidikan Mo-
ral Pancasila, ‘ L '

&

Kepala Pusat Pengembangan Penataréﬁ Guru
Matematika. | .

- Kepala Pusat Pengemhéngan Penataran Gﬁiu
Teknolegi.

11. Lampiran A angka XIII }Departeman Kesehatan)
* diubah sebagai berikut ;

a, Pada huruf ¢ eselon II &,
ditambah jabatan :

Dire}tur R.5.U. Kelas A Dr. Ciptcmangunkusumo
Jakarta., "

Kepala Pusat Produksi Fazrmasi Departemen Ke-
sehatan 4i Mangéarai Jakarta,

Kepala Pusat Pemerdiksazn Obat dan Makahan Ja-
karta. '

dihapus jabatan :

Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A Dr. Cip-

toemangunkusumo. :
b. Pada huruf d mselon II b,

ditambah jabatan

Direktur R,5.U. Kelas B di P dang, Palembang,
Dy, Hasan Sadikin Bandung, Persahabatan Ja-
karta, Dr, Karyadi Semarang, dan Dr. Sardjito
Yogyakarta. '

Direktur . .
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12, Lampiran A , angka XIV (Departemen Aczma} diubzb
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Direktur Rumzh Sakit Jiwa di Jakarta, bogor,
Bandung, Semarang, Magelzang, Surakarta,
Bangll, Medan, Padang, Palembang, Peontianak,
¥Menado, Ujung Pandang, dan Lawang.
Direktur!Rumah Szkit Orthepaedi dan Prothese
Solo., . ' o : '

Direktur Rumah Sakit Kusta Sltanala Tanune—

Direktur Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar
Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr, Cipto-

mapgunkusuma.
dina us jabatan :-

Kepala Rumzh Sakit Umum Pusat Kélas B 4ai
Padang, Palembang, Dr. Hasan Sadikin Bandung,
Persahabatan Jakarta, Dr. Karyadi Semarang,
dan Dr. Sarnjltn Yogyakarta.

nepala Rumah Saki t Khusus Jiwa Pusnt di
Jakarta, Bogor, Eandung, Semarang, M=celang,
Solo, Bangli, Medan, Padang, Palemba=nz, Pon-
tianak, Menado, Ujung Pandang, dan Mzlang.
Kepala Lembaga Orthopedi dan Protesa Dr. Suv-
harse di Solo.

Kepala Ruman Sakii, Sitanala Tanggerang.

sebagai berikut :

a.

Pada huruf 4 eselon-I11 b,

ditzmbzsh jabatan @ .

L]
Ketua Makkamzh Islam Tinggi/rerzcatan Qsdli
Besar/Mahkamah Syari'ah Propinsi.
Ketua Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandun

dan Surabaya.

T
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13, Lampirun A angka XVI (Departemen Tenzga Kerja
dan Transmigrasi) diubah sebagai berikut

a. Pada huruf ¢ eselon II a,
ditambah jabatan :

L]
"

i Kepala Pusat Bina Kerija.
Kepala Pusat Bina Hyperkes dan geselamatan
Kerja, . 7 -

Kepala Pusat Latihan dan Penataran T:ans-

migrasi,

b. Pada huruf-d eselon IT b,
ditambah jabatan :

Panitera Kepala pada Kepaniteraan Panitia -

Penyelesaian Berselisihan Perburuhan Pusat

(P4.P).

&ihQPUS jabatan

Direktur Lembaga Pembinaan Tenaga Kexja.

Direktur Lembaca Nasional Hygiene Perusahaan

A dan Kesehatan Kerja. _ -

3 Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Trans-

migrasi. _

Direktur Pusat Pendidikan Koperasi, -

Direktur Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

F

14. Lampiran B angka XIV (Badan Koordinasi Keluarga
:Berencana Nasional) diubah sebagai berikut ;

a., Pada huruf a eselon I a,
ditambah jabatan :

Kepala BEKEN.
Wakil Kepala BKREMN.

dihapus jabatan :

Retua,
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b. Pada huruf b eselon I b,

- . - i
ditambah Jabatan

peputi Ketuz.

pada huruf c eselon II a, - o

ditambah jabatan : i .

L=

Inspektur.
Kepala PUSDIK:LAT. |
Kepala Perwakilan Bb%BH Propinsi Type A

dan Type B.

-

d. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan t

Kepala Perwakilan BKKBN propinsi Type C.

dihapus jabatan

Ketua Badan Keorﬁ*nas; veluarga Berencana

HLSLD“al pDaerah Txngkat I.

L

15. [Lamplraﬁ B angka XV (Badan Koordinasl Penanaman

Fuual) diubah sebagai hcflkut :

Pada huruf c eselon 1T a,
ditambah jabatan :
5 ’

Sekretaris.

16. Lampiran B ditambah angka ¥vIii, Badan Peng-

L]
kaiian dan Pene*apan Teknologi.

a., Eselon I a :

wakil Kepala.
b. Ecalcon « 4
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b. Eselon I b.

¢. Eselon II a2

Direktur.

Sekretaris.,

d. Eselon II b.

J Jy 2 Lampiran B ditameeaeti o ska
an Pendidikan Pelaksanaan

dan Pengamalan Fancanila.
‘ ) -

é. Eselon I & : N

Kepala BP.
Wakil Kepal=s.

b. Eselon I b : .
Daputi;
(=3 Eseluﬁ IX a :

¥epala Biro.
Kepala Pusat,. \

d. Eselon I1 b by
| .

e —— et .

L
. -
r

XI¥, Badan Pembina-
Pedoman Penchayatan

18, Lampiran C-.angka VI {?ukrethiat Jenderal Bazdan

Pemeriksa Keuangan) .itvkak :.:bagai berikuat :

-

s

a, Pada huruf c eselern 1I a,

ditambah )j.baton

Kepala Oditoral.
In;pektur.
Kepala Do, .akilan

Keuvangan,

. antor Bau .. Pemeriksa

dihapus . .
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dihapus jabatan :

Pemeriksa Utama.
Tenzga Ahli pada Inspektur Utama.

Kepala Perwakilan Sekrctariat Jern.i:)al.
b. Paeda huruf 4 eselon II L,
. L] "y
ditambah jabatan ¢
) Kepala Sub Oditorat. E .

dihapus jabatan :

Kepala Unit Pemeriksa pada Sekretariat
Ny, .
Jenderal. + :
!
19. Lampiran F (Pemerintahan di Daerah) diubzh

sebagai berikut :

a. Pada hpruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Pembantu Guherﬁur.

Ketua BKPMD Propinsgi Daerabh Tingkat I :
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah
, Jawa Barat, Jawa

Khusus Ibukota Jakaria,
Tengah, Jawa Timﬁr, dan Sulawesl Selatan.

Kepala BP 7 Propinsi Daerah Tingkat &

Sumatera Utara, Sumatera Selatzn, Daerzh
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa ,
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Direkitur RSU Daerah Relés A.

dihapus jabatan 3

Pémbantu Gubernur untuk Propinsi

Jawa "R
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JawWwa Hprat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,
Kepala Ruwan Sekit Unum Dasrah Kelas A

Dr. Sutromo ¢i Surabaya.
1

Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I :

Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jaﬂhi,-Beng- 5
kulu, Lampung, Daeran IstiﬁEWa Yngyakarﬁé,
Falimantan Barat, Kalimantan Teng&h, Kali-
mantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulsvesi
Utara, Sulawesi Tengab, Sulawesi Tenggara,
Bali, Husa Tenggara'garat, Nusa Tt nggara
Timur, Malukn, dan Irian Jaya.

Wakil Ketua BKPMD Prooinsi/Daerah Tingkat I
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khu-

B

.sus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, iawa Tengah,

JawalFimur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BP. 7 Propinsi Daerah Ting:at I :
Eceh,-Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Daerah fstimewa Yogyakar:a, Kali-
mantan Barat, Kalimkntan Tengah, f{alimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawe ;i Utara,
Sulawesi Tepéah, Sulawesi Tenggata, Bali,

Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Maluku, dan Irian Jaya.'

Direktur RSU Daerah Kelas B.

Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Jaerah ¢
Kelas k.

Wakil.Direktur RSU Daerah Kelas 2.

Wallkota di DKI Jakarta.

dihapus . .

S ———
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dihapus jabatan

Ketua Badan Kecrdinesi Penanaman Modzl
Daerah.
Kepala Inspektorat Wilayzah Daerzh Propinsi
Sumatera Utara, Sumatera Selatan,, Dasréh

~ Khusus Ibukotza Jakarta, Jawa ﬂarat,_qéwa

. Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Kepala Rumah Sakit Umum Daekah Kelas B
Medan dan Ujung Pandang. ‘

- Kepala Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah

\I

Menur d4di Surabaya.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dit=tapkan. 4

Ditecapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 1980 - °

‘ . ..PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
i o tkd, -
SOEHARTOQ

Disalin sesuai déngan

aslipya oleh Sekretariat
Negara RI.
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